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PENERAPAN PRINSIP ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK)
DALAM PEMBANGUNAN DI KAMPUNG INTU LINGAU
KECAMATAN NYUATAN KABUPATEN
KUTAI BARAT

Romi Purwanda®

Abstrak

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menggambarkan serta
mengetahui Penerapan Prinsip Alokas Dana Kampung (ADK) dalam
Pembangunan di Kampung Intu Lingau. Fokus penelitian yang diangkat
mengenai Penerapan Prinsip Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kampung Intu
Lingau yang terdiri dari Prinsp Pengelolaan Alokas Dana Kampung (ADK)
yaitu ADK yang partisipatif, transparan, akuntabel dan proporsi penggunaan
ADK meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung, serta pengawasan
ADK di Kampung Intu Lingau dan yang terakhir faktor Penghambat penerapan
prinsip alokasi dana kampung dalam pembangunan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa penerapan prinsip ADK dalam
pembangunan di kampung intu lingau belum sepenuhnya terwujud dalam proses
pengelolaannya baik itu prinsp ADK yang partisipatif, transparan maupun
akuntabel sedangkan untuk proporsi penggunaan ADK serta pengawasan ADK
sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan bupati Kutai Barat
tentang pedoman pengelolaan ADK dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Kata Kunci : Alokasi Dana Kampung, Kabupaten Kutai Barat.

Pendahuluan
Dalam Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentanmefatah

Daerah telah mengamanatkan untuk memberikan otoryamg luas, nyata,
bertanggung jawab dan dinamis. Dalam hal ini daeliblerikan kemandirian
untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencalaweriangan semua
bidang pemerintahan. Selain itu, dengan di berlakoka Undang-Undang No.
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PamaRemerintah No. 72
Tahun 2005 tentang Desa telah memberikan hak bega dintuk mengelola
pemerintahan yang otonom dengan didukung AlokasiaDlaesa (ADD) untuk
membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunandesia. Dengan
memanfaatkan ADD, desa bisa berperan lebih aktiindamenggerakkan
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pembangunan masyarakat desa. Hal tersebut menarpalkava secara legalitas,
format kebijakan desentralisasi dan otonomi daeteglah menyentuh pada
pemerintahan di desa.

Dengan diberikannya kewenangan kepada desa dalaksgeaan tugas
pemerintahan secara mandiri melalui konsep pembet@omi desa, maka desa
sudah sewajarnya memiliki hak untuk mendapatkanbgsraan berupa anggaran
guna melaksanakan kewenangan tersebut dan sekaligusk menunjang
pelaksanaan pembangunan. Pentingnya pemberian rang@apada desa ini
dilakukan mengingat bahwa pemerintahan desa ti#tak dapat melaksanakan
kewenangan dan fungsinya dengan efektif tanpa byayg cukup. Selama ini
pembangunan desa masih banyak bergantung dari gmadaasli desa dan
swadaya masyarakat yang jumlahnya relatif kecil tcdak dapat di estimasi. Hal
ini kemudian menjadikan pembangunan desa pada waurglatif berjalan
lambat dan belum optimal sepenuhnya.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah No. @Buh 2005 tersebut,
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sejak tahun 20£l6ht merealisasikan
kebijakan pemberian alokasi dana kepada desa. Dahgalementasi kebijakan
tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telahgelearkan Peraturan Bupati
sebagai landasan hukum vyaitu Peraturan Bupati RoTa&hun 2012 tentang
Pengelolaan Alokasi Dana Kampung dalam wilayah igaten Kutai Barat dan
Surat Keputusan (SK) Bupati Kutai Barat No : 41R.897/2009 tentang
Pemberian Alokasi Dana Kampung dalam wilayah KatempaKutai Barat.
Adapun besaran ADK yang didistribusikan pada tiampung berdasarkan SK
Bupati tersebut adalah dengan pola minimal self&sait00.000.000 (seratus juta
rupiah) per Kampung, yang bersumber dari bagiam geemimbangan keuangan
pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Kampung Intu Lingau adalah salah satu Kampung @iyah Kabupaten
Kutai Barat yang merupakan bagian dari Kecamatanahy. Sama halnya
dengan kampung lainnya di wilayah Kabupaten KutaiaB di Kampung Intu
Lingau pun tiap tahunnya diberikan dana sebesarlB.000.000 (seratus juta
rupiah). Anggaran/keuangan kampung ini disusunndad®BKam setiap tahun
oleh pemerintah kampung, karena pengelolaan ADKadipung sama artinya
dengan mengelola APBKam sebab ADK menyatu dalam KB Dimana
pengelolaan ADK harus dijalankan melalui musyawdahpung.

Berdasarkan Observasi dilapangan ada beberapa gsdaman yang
timbul dalam pelaksanaan Alokasi Dana Kampung, k&g pada penerapan
prinsip ADK dalam pembangunan. Seperti ketidakmamgemerintah kampung
dan lembaga masyarakat kampung Intu Lingau dalamgetela alokasi dana
kampung, terutama dalam hal perencanaan, yang tiddibatkan masyarakat
dalam perencanaan penyusunan program kebijakan ripéghe kampung
sehingga masyarakat tidak dapat mengeluarkan aspisa Padahal dalam
Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2012 tentang Pedoh@kasi Dana Kampung
dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, pasal 3 didebubahwa seluruh kegiatan
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yang didanai oleh ADK harus direncanakan, dilakkanadan di evaluasi secara
terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyadakaimpung.

Mengenai hal tersebut tentunya memunculkan per@izasal yang
menarik untuk dikaji berkaitan dengan proses AloKaana di kampung Intu
Lingau. Sehingga kegiatan penelitian tentang mhsaiasangat penting untuk
dilakukan, yaitu dengan mengamati dan mencermatsgs Alokasi Dana
Kampung yang telah dilaksanakan serta dapat mengetapakah dalam
prosesnya berjalan secara efektif serta adany#&aegldari perencanaan yang
telah dilaksanakan oleh pemerintah kampung dan lipaneini juga dapat
dijadikan tolak ukur berhasil tidaknya Pemerintahamfung, Lembaga
Masyarakat serta masyarakat dalam membangun kampimigk itu penulis
terdorong melakukan penelitian dengan judul “PgvemaPrinsip Alokasi Dana
Kampung (ADK) dalam Pembangunan di Kampung Intughin Kecamatan
Nyuatan Kabupaten Kutai Barat”.

Kerangka Dasar Teori
Pengertian Alokas Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kegeasia yang berasal
dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusata#aah yang diterima oleh
kabupaten/kota (Pasal 1 ayat 11,PP 72/2005).

Menurut Eko (2005:10), “Alokasi Dana Desa yang kdran disebut
ADD, adalah dana Responsivitas Negara untuk merablkewenangan desa dan
memperkuat kewenangan desa. Kewenangan desa mpr{ejlkewenangan asal
usul (mengelola sumber daya alam, peradilan adambantuk susunan asli,
melestarikan pranata lokal) yang diakui oleh negdmekewenangan atribut yang
berskala lokal (perencanaan, tata ruang, ekologmuykiman, membentuk
organisasi lokal dan lain-lain); (c) kewenanganedatif-administratif yang
timbul dari delegasi atau tugas pembantuan darepetah.

Di sejumlah daerah kabupaten/kota, sebutan ADD memakan istilah
yang berbeda. Di Kabupaten Kutai Barat ADD di se®DK atau Alokasi Dana
Kampung. Adapun Alokasi Dana Kampung adalah dameay y@ersumber dari
APBD Kabupaten Kutai Barat yang dialokasikan dengaaksud untuk
membiayai program pemerintah kampung dalam melakssan kegiatan
penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan pamberdayaan
masyarakat. Alokasi dana kampung diperoleh mefsulehan bagian keuangan
desa dari kabupaten melalui dana perimbangan gasadaerah.

Pembangunan

Pengertian pembangunan ada dua secara sempit amnAldian sempit
pembangunan adalah sesuatu yang dibuat atau #emptiari awalnya tidak ada
menjadi ada, atau pembangunan dalam artian pemizahadalah sesuatu yang
sudah ada kemudian diperbaiki (direhabilitasi). bggttan pembangunan dalam
pengertian yang luas berdasarkan sudut pandamguaail sebagai berikut :
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Menurut Effendi (2002:2), Pembangunan adalah suwgdaya untuk
meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukaaraselserencana dan
berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang mdeatderkeadilan.

Kemudian menurut Soekanto (2005:437), Pembangurebenarnya
merupakan suatu proses perubahan yang terencanadikehendaki. Dari
pendapat ini dikemukakan bahwa pembangunan dari meges perubahan,
dimana perubahan tersebut dilakukan oleh masyarakatendiri karena yang
menginginkan perubahan itu sendiri adalah masyaradebab didasari oleh
adanya kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspelugan manusia.

Jadi pembangunan merupakan suatu usaha perubaman hgndak
dicapai oleh masyarakat kearah yang lebih baik kizadaan yang sebelumnya,
direncanakan secara sadar agar tercapai sesuardengan berdasarkan norma-
norma tertentu.

Definisi Konsepsional

Penerapan Prinsip Alokasi Dana Kampung (ADK) daRembangunan
adalah proses pelaksanaan yang menunjukan sanjgaln seana pemerintahan
kampung mampu mengurus dan mengatur Alokasi Danapkag (ADK),
dilakukan secara terpadu dimana dalam kegiatanagasberdasarkan prosedur
dan prinsip-prinsip Alokasi Dana Kampung (ADK) dsesuai dengan petunjuk
yang tertera dalam aturan yang sudah ditetapkaa gatam kegiatannya dari
tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan magmpanfpatnya melibatkan
masyarakat kampung, dilakukan secara terbuka daat dgpertanggungjawabkan
sehingga tujuan dan sasaran pembangunan kampuggejah ditetapkan dapat
tercapai.

M etode Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, dilihat dasi sujuannya maka jenis
penelitian ini menggunakan jenis penelitian desifrgian akan dianalisis secara
kualitatif. Dalam hal ini adalah memberikan gambatgntang “Penerapan
Prinsip Alokasi Dana Kampung (ADK) dalam PembangudaKampung Intu
Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat”.

Fokus Penelitian
Untuk mengetahui Penerapan Prinsip Alokasi Danapkaug (ADK)

dalam Pembangunan maka penulis memfokuskan padmB bal yaitu :
1. Prinsip ADK yang meliputi :

1) ADK yang Partisipatif

2) ADK yang Transparan

3) ADK yang Akuntabel
2. Proporsi Penggunaan ADK yang meliputi :

1) Belanja langsung

2) Belanja tidak langsung
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3. Pengawasan ADK.

Hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambaef@ean Prinsip Alokasi
Dana Kampung (ADK) dalam Pembangunan.

Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informabagai sumber
untuk memperoleh data. Pemilihan informan berdasedubjek yang dirasakan
memiliki banyak informasi dan bersedia untuk menMaer informasi yang
berkaitan dengan fokus dan permasalahan yang atediti.dDalam penelitian ini,
pemilihan dan pengambilan sumber data dilakukanaloiebua teknik, yaitu
Purposive Sampling danShowball Sampling.

Adapun jenis data yang dibutuhkan penulis dalanelgem lapangan ini
adalah data primer dan data sekunder yang beksidditatif diantaranya :

Data Primer yaitu merupakan data yang diperolelelgesecara langsung
dari sumbernya atau narasumber sebagai informag hargsung berhubungan
dengan fokus penelitian.

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melaluietaga sumber
informasi, antara lain :

Dokumen-dokumen, laporan evaluasi dan laporan thun
Buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang relevan gkem penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberaptde yang sesuai
dengan jenis penelitian yang penulis lakukan, tek@ngumpulan data tersebut
antara lain :

Penelitian kepustakaan adalah merupakan fasilgagustakaan sebagai
tempat untuk menggali dan mempelajari literatariitur mengenai konsep dan
teori yang berhubungan dengan penelitian ini seudleu-buku ilmiah, laporan-
laporan dan lain-lain.

Penelitian lapangan adalah penelitian yang di lakulengan cara turun
langsung kelapangan untuk objek penelitian maupencari informasi dan data-
data dari nara sumber (data primer). Dalam peaelitii peneliti menggunakan 3
(tiga) cara yaitu :

Observasi
Wawancara
Pengumpulan dokumentasi

Teknik Analisis Data

Dalam Analisis penelitian ini penulis menggunakamalisis model
interaktif sesuai dengan yang di kemukakan olehtiat B. Milles dan A
Michael Huberman (2009:20), yang terdiri dari ataspat komponen yaitu
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pengumpulan data, reduksi data, penyajian datadstudisplay dan penarikan
kesimpulan/verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kampung Intu Lingau adalah salah satu kampung d@ri(sepuluh)
kampung yang ada di wilayah Kecamatan Nyuatan KatlempKutai Barat yang
mempunyai luas wilayah kurang lebih 532,11 km?2 akakampung ke
Pemerintahan Kecamatan adalah 146 km serta jarélekesrintahan Kabupaten
96 km.

Kampung Intu Lingau memiliki Jumlah Penduduk sebels@58 jiwa.
Dengan komposisi jenis kelamin sebagai berikut.ilai#d sebesar 975 jiwa dan
perempuan sebesar 783 jiwa. Jumlah total kepalsigd sebanyak 468 Kepala
Keluarga (KK) berdasarkan Dinas Kependudukan damc&atan Sipil
Kabupaten Kutai Barat tahun 2012

Penerapan Prinsip Alokas Dana Kampung dalam Pembangunan di Kampung
Intu Lingau

Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip Aldkasa Kampung
dalam Pembangunan, penulis akan melakukan pemimhgzsag berkaitan
dengan prinsip ADK, proporsi penggunaan ADK, peragam ADK dan faktor
penghambat penerapan prinsip ADK dalam pembangw@angy merupakan
perumusan masalah dalam penelitian ini.

Prinsip Alokasi Dana Kampung (ADK)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Barat No. atuit 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung dalamy#il&abupaten Kutai
Barat Bab Il pasal 3 ayat (a) yang menjelaskan batRengelolaan keuangan
ADK merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan gEngelolaan keuangan
kampung dalam APBK”.

Jadi Pengelolaan ADK harus menyatu di dalam pefaggloAPBKam,
sehingga prinsip pengelolaan ADK sama persis depgeagelolaan APBKam,
yang harus mengikuti prinsip-prinsip good govermangaitu partisipatif,
transparan dan akuntabel dalam mewujudkan tatdakekmerintah yang baik
dan benar. Benar dalam berdasarkan asas yang beslanisme yang benar dan
melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar.

ADK yang Partisipatif

Keberhasilan pembangunan untuk mewujudkan kesegane dan
kemakmuran masyarakat memang tugas pokok Pemeringamhun begitu jika
tidak ada kerjasama dengan semua pihak, terutarsganakat tentu tidak akan
tercapai sebagaimana yang ada dalam tujuan pemieEmgWntuk itu, setiap
program pembangunan perlu adanya perencanaan pguaman yang
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partisipastif. Artinya bahwa masyarakat perlu untliikoatkan secara langsung
dalam perencanaan pembangunan khususnya dalam qgpumba yang didanai
dari Alokasi Dana Kampung.

penerapan prinsip ADK yang partisipatif dalam penghean yang ada
di Kampung Intu Lingau belum bisa dikatakan berjataaksimal dan sesuai
dengan yang diharapkan dari definisi ADK yang pgétif itu sendiri yaitu
bahwa proses pengelolaan ADK, sejak perencanaargapwilan keputusan
sampai dengan pengawasan serta evaluasi harusatkatithanyak pihak, karena
dalam pengelolaannya dan pelaksanaannya mulai tdaap perencanaan,
pengambilan keputusan sampai dengan penyusunameekegiatan penggunaan
ADK ternyata tidak melibatkan masyarakat kampungase langsung tetapi
hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang mewakili k#&pegan masyarakat
kampung yaitu seperti dari Pemerintah Kampung, BRtbaga Adat, LPM, RT
dan tokoh-tokoh masyarakat kampung, dengan tidhkatkannya masyarakat
secara langsung dalam penentuan kebijakan pengguiad maka ADK yang
berjalan belum bisa mewakili kepentingan dan aspimasyarakat kampung
secara umum serta berpihak kepada masyarakat kampdnADK yang ada
dalam pelaksanaannya belum bisa dikatakan patifsggsuai dengan prinsip dan
Peraturan yang berlaku.

ADK yang Transparan

ADK yang transparan mempunyai pengertian bahwa aegoiak dapat
mengetahui keseluruhan proses secara terbuka, masyarakat kampung dapat
menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, haaihfaat yang diperolehnya
dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ADKa Bikatakan transparansi
merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebeliega setiap orang untuk
memperoleh informasi tentang penyelenggaraan petabratau suatu lembaga,
yakni informasi mengenai kebijakan, proses peremmandan pelaksanaannya
serta hasil-hasil yang dicapai.

Penerapan prinsip ADK yang transparan pada dasatmgaksudkan,
antara lain yaitu untuk mencegah sedini mungkipadéenya penyimpangan-
penyimpangan melalui tumbuhnya kesadaran masyara&kiui kontrol sosial
dan menghindari salah paham ataupun salah perspta membangun
kepercayaan semua pihak terhadap pelaksanaanadregetara menyeluruh agar
pelaksanaan ADK dalam pembangunan dapat dilaksanaksuai dengan
ketentuan dan prinsip ADK.

prinsip ADK yang transparan dalam penerapannysk teksuai dengan
apa yang diharapkan sesuai dengan peraturan @i Barat No. 40 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kagnplalam wilayah
Kabupaten Kutai Barat pada Bab Il pasal 3 ayatd{jglaskan bahwa “seluruh
kegiatan yang didanai oleh ADK harus direncanaldldaksanakan dan dievaluasi
secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsurarest di kampung”.
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Artinya dalam hal ini keseluruhan proses kegiatangydi danai oleh
ADK dapat dilihat dan diketahui oleh masyarakat gang secara terbuka dan
umum. Akan tetapi dalam penerapannya, pemerintatpkag tidak memberikan
akses dan informasi yang berkaitan dengan kegidtan penggunaan ADK
kepada masyarakat kampung dan juga pemerintah kampidak pernah
mempublikasikan dan menyebarluaskan tentang kegkagiatan, hasil-hasil dan
tujuan serta sasaran secara terbuka agar masyadsfmt melihat dan
mengetahui, baik melalui papan-papan informasi maupgerbagai media yang
dimungkinkan kepada masyarakat kampung mengenaikgaiaan kegiatan
yang didanai oleh ADK

ADK yang Akuntabel

ADK yang akuntabel mempunyai pengertian bahwa keglean proses
penggunaan ADD mulai dari usulan peruntukkannykkgsanaan sampai dengan
pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkardegian seluruh pihak
terutama masyarakat kampung. Jadi akuntabilitaRlagainsip yang menjamin
bahwa setiap kegiatan suatu lembaga/perorangan daggatanggungjawabkan
secara terbuka kepada masyarakat.

prinsip ADK yang akuntabel dalam penerapannya be&@penuhnya
sesuai dengan ketentuan yang ada, ini ditunjukkangah tidak adanya
pertanggungjawaban kepala kampung kepada masyalkd@mpung secara
langsung serta belum adanya komitmen yang sangdt uatuk melaksanakan
tanggungjawab sesuai dengan kapasitas dan kedudukafadahal dalam
Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2012 tentang Peddteagelolaan Alokasi Dana
Kampung dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat Babpdisal 3 (c) telah
dijelaskan bahwa “seluruh kegiatan harus dapatridipggungjawabkan secara
administratif, teknis dan hukum” jadi sudah senmgstimasyarakat kampung juga
menerima dan mengetahui laporan mengenai selugihtka yang berhubungan
dengan pengelolaan ADK yang dilakukan pemerintahgtang dan pemerintah
kampung mempunyai tanggungjawab kepada masyarakatpung untuk
memberi laporan tentang pelaksanaan sampai tujaag gicapai dari ADK
secara langsung.

Proporsi Penggunaan ADK

Alokasi Dana Kampung (ADK) digunakan untuk membiaydua
komponen belanja kampung, yaitu belanja yang benngdn dengan biaya
aparatur dan operasional pemerintahan kampung daga bpublik dan
pemberdayaan masyarakat secara umum yang bertupt@ik meningkatkan
kesejahteraan masyarakat kampung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat No. 40umaR012 bab V
pasal 12 dijelaskan tentang penggunaan dana ADH ya@liputi 30% untuk
biaya aparatur dan operasional dan 70% untuk lpaydik dan pemberdayaan
masyarakat.
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Belanja Langsung
diketahui bahwa realisasi anggaran ADK di Kampumtg Lingau untuk

belanja langsung adalah sebesar Rp.49.892.80032¢t4udari total ADK pada
tahun 2013 sehingga apabila mengacu pada perayaran ada maka proporsi
penggunaan ADK untuk belanja langsung tidak sedeagan Peraturan Bupati
Kutai Barat No. 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelage Alokasi Dana
Kampung dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat, kar@ameanat dari peraturan
tersebut porsi anggaran belanja langsung sebe%ar@a@laupun demikian hal ini
dirasakan cukup baik mengingat masih banyaknya rkelgan dan kebutuhan
pemerintah kampung.

Belanja Tidak Langsung

Realisasi penggunaan ADK di Kampung Intu Lingawkriielanja tidak
langsung adalah Rp. 105.107.200 atau 68% dari aoigdjaran ADK pada tahun
2013 sehingga apabila kita lihat dalam kriteriaekia penggunaan anggaran
maka proporsi penggunaan ADK untuk belanja tidalgsang menunjukan hal
yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Rerduwpati Kutai Barat No.
40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasa IKampung dalam
wilayah Kabupaten Kutai Barat yang mengamanatkapgsi belanja untuk
publik dan pemberdayaan masyarakat sebesar 70%A0Kri

Pengawasan Alokasi Dana Kampung (ADK)

pengawasan pelaksanaan ADK di Kampung Intu Lingaals dilakukan
dengan cukup optimal karena melibatkan banyak wmssur baik dari tingkat
kampung sendiri yaitu dari unsur BPK sebagai Timdagas tingkat kampung
kemudian dari unsur kecamatan sebagai Tim pendgmgém fasilitas ADK
tingkat kecamatan yang mempunyai tugas salah satyayju memantau dan
memonitoring pelaksanaan penggunaan ADK dan medapdhasilnya kepada
Bupati Kutai Barat melalui Tim Pendamping dan ftssl ADK tingkat
Kabupaten dan Bawaskab dan BPMPK untuk tingkat Katan.

Faktor Penghambat Penerapan Prinsip Alokas Dana Kampung (ADK) dalam
Pembangunan

Beberapa hambatan yang menjadi suatu kendala didanerapan
prinsip Alokasi Dana Kampung (ADK) dalam Pembanguwyaitu mulai dari
Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki pematinKampung Intu Lingau
merupakan faktor internal yang pada umumnya tengptendah.

Faktor penghambat lain yang juga mempengaruhi Bpager Prinsip
Alokasi Dana Kampung dalam pembangunan di Kamputg Lingau adalah
komunikasi yaitu dimana kurangnya sosialisasi damunikasi yang dilakukan
oleh pemerintah kampung dalam kegiatan pembangke@ada masyarakat yang
mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakatdégrhprogram-program
kampung.
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Penerapan Prinsip Alokasi Dana Kampung (ADK) dalam Pembangunan (Romi)

Kemudian faktor penghambat lain yang mana ini joggupakan suatu
yang sangat penting guna menunjang kelancaranldmdpembangunan yang
ingin dilaksanakan di Kampung Intu Lingau, fakt@nghambat tersebut adalah
Kelambagaan Kampung, dimana lembaga-lembaga yamgligthgkat kampung
kurang begitu memahami tugas dan fungsi merekapgagurusan yang tidak
jelas menjadi faktor penghambat bagi pemerintahpkeng dalam melakukan
kerjasama.

dapat diketahui beberapa faktor penghambat dalanergpan prinsip
ADK dalam pembangunan di Kampung Intu Lingau yaitulai dari kualitas
SDM aparatur pemerintah kampung yang masih rerklalangnya komunikasi
sampai dengan kelembagaan Kampung.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan malkmat dditarik
kesimpulan bahwa Penerapan Prinsip Alokasi Dana pgkagn (ADK) dalam
Pembangunan di Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyu#abupaten Kutai
Barat belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan diaagapkan karena dalam
pengelolaannya dan pelaksanaannya baik itu pringipK, Proporsi
penggunaannya dan pengawasannya masih belum oplemalsesuai dengan
Peraturan Bupati Kutai Barat No.40 tahun 2012,asarasih terdapat berbagai
faktor penghambatan penerapan prinsip ADK dalam ba@gunan seperti
kualitas SDM aparatur pemerintah kampung yang masidah sampai dengan
kelembagaan tingkat kampung yang belum memahamastuan fungsinya
dengan baik.

Saran

Pemerintah kampung harus melibatkan semua pihakmdahengelola
ADK dan harus bisa memberikan akses dan informegala masyarakat, untuk
dapat mengetahui keseluruhan proses kegiatan ydagail dari dana ADK dan
berani mempertanggungjawabkan di depan seluruhkpitemutama pihak
masyarakat kampung tentang keseluruhan proses sy dana ADK

Pemerintah Kampung Intu Lingau dalam membuat kkdijatentang
penggunaan dana ADK harus berdasarkan pada ataragn gda yaitu sesuai
dengan Peraturan Bupati Kutai Barat No. 40 Tahuh22f@ntang Pedoman
Pengelolaan Alokasi Dana Kampung dalam wilayah Igabten Kutai Barat

BPK selaku Tim pengawas yang mempunyai fungsi dewekangan
untuk mengawasi jalannya kegiatan yang didanai dana ADK harus lebih
berperan aktif dalam meningkatkan dan memaksimédlkagsi pengawasan.

Pemerintah kampung perlu meningkatkan kemampuan Spéfaturnya
khususnya dalam hal mengelola dan mengatur manajep@merintahan
kampung yaitu dengan cara diberikan pendidikan miatihan maupun dengan
mengadakan studi banding sehingga dapat meningk&tkaitas SDM aparatur
kampung.
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